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PENETAPAN

Nomor 2512/Pdt.G/2023/PA.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx,  tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Juli

1981,  umur  42  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN

LUMAJANG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK  xxxxxxxxxxx,  tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 Juni

1969,  umur  54  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN

LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tertanggal  11  Desember

2023 yang didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Lumajang dalam

register perkara Nomor 2512/Pdt.G/2023/PA.Lmj, tanggal 11 Desember 2023,

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  04  Oktober  1998,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Rowokangkung  Kabupaten  Lumajang

(Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/8/X/1998 tanggal  04 Oktober 1998); 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah Penggugat hingga Juni 2023. Selama pernikahan tersebut

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2512/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. ANAK I, umur 23 tahun (sudah berkeluarga)

b. ANAK II, 3508082905060003, Laki- Laki, Lumajang 29 Mei 2006, di asuh

oleh Penggugat; 

3. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  baik  akan

tetapi kurang lebih sejak bulan  Juni tahun  2022 ketentraman rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan

Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  penyebabnya  antara

lain :

-  Tergugat  malas  bekerja  dan  jarang  memberi  uang  belanja  sehingga

Penggugat yang bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari; 

4. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan  Juni tahun  2023, yang akibatnya 

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah kakak Penggugat

sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat

tinggal selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan

lagi baik lahir maupun batin; 

5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan

kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini; 

6. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini; 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama Lumajang  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; 

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat

dan Tergugat hadir  di  persidangan,  dan Majelis  Hakim telah mengupayakan

untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan

Penggugat dan Tergugat  untuk menempuh proses mediasi  dengan mediator

non hakim Abdul Halim, S.H.I;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi namun tidak

berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 27

Desember 2023:

Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  tanggal  09  Januari  2024,

Penggugat  memberikan  penjelasan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah rukun kembali, dan Penggugat berkeinginan untuk memperbaiki kembali

keadaan rumah tangganya bersama Tergugat serta memohon untuk mencabut

perkara  Gugatan  Cerai  Nomor  2512/Pdt.G/2023/PA.Lmj.  yang  telah

diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan

ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  kewenangan  Pengadilan

Agama  Lumajang  dan  telah  diajukan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-

undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  diuraikan  dalam duduk  perkaranya,

bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali

dengan  Tergugat  dan  ingin  memperbaiki  lagi  rumah  tangganya  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat mencabut  gugatan  perkara

perkara  Nomor  2512/Pdt.G/2023/PA.Lmj.,  maka  Majelis  Hakim  dapat

mengabulkannya  yang  dituangkan  dalam  penetapan,  hal  ini  sesuai  dengan

maksud pasal 271 Rv;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat dicabut,  maka

Majelis  Hakim  perlu  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama
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Lumajang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi  peradilan

sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan

dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun  gugatan Penggugat  dicabut, oleh karena

perkara ini  telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  harus  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1.  Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

2512/Pdt.G/2023/PA.Lmj dari Penggugat;

2.  Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara;

3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil

Akhir 1445 Hijriah, oleh  Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis,  Drs.

H.  Masykur  Rosih  dan  Drs.  H.  Junaidi,  M.H.  sebagai  Hakim  Anggota,  dan

diucapkan  dalam  sidang  terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua 
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Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nur Aini, S.H sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. 

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.
Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Hakim Anggota,

Ttd.

 Drs. H. Junaidi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Aini, S.H

Perincian biaya :

-  Biaya PNBP : Rp70.000,00

-  Proses : Rp100.000,00

-  Panggilan : Rp875.000,00

-  Meterei : Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.055.000,00

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah).
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